BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR .#2. TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-
undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara
harus melaporkan dan  mengumumkan  harta
kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini;

b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara
Negara pada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk
melaporkan kekayaannya;

c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati
Pasaman No 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasaman;



Mengingat

_bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Peraturan Bupati Pasaman No 20 Tahun 2015 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penvelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor F
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

-



Menetapkan

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemernksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985),

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati No 20 Tahun
2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita
Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 20) diubah
sebagai berikut :



j

Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi
scbagai berikut :

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Pasaman.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasaman.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggara Negara sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut
KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta
kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam
formulir LHKPN vang ditetapkan oleh KPK.

. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda

yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta
istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan, baik
berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak
lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh
Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah
memangku jabatannya.

Organisasi Perangkat Daecrah yang selanjutnya disebut
OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 2

(1) Penvelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan
LHKPN di lingkungan Pemerintah terdiri dari:
a. Bupati
Wakil Bupati;
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala OFD;
Pejabat Fungsional Auditor;

o a0 o

Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);

3. Ketentuan pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada
saat pertama kali menjabat;

b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; atau

¢. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun scbagai
Penyelenggara Negara

(2) Penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud pada ayat
1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak saat pengangkatan
pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara
menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun
sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 31 Maret tahun berikutnya.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Pasaman ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman.
Ditetapkan di Lubuk Sikaping

Na Jubutan Tanggal Pada tanggal, .1© Mei2017

1. | Wakil Bupati 9-%5-

2. | Sekretaris Dacrah H-T "i}'u. BUPATI PAS :

3. | Inspektur S/c-TF N

/ld = 4. | Sekretaris ‘ » ‘_ = g’%

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 10 Wl 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

\m:m/ﬂ\
M. “SH, MM

YUSUF LUBIS




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Pasaman ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, !/  Mei 2017

BUPATI PASAMAN,

SUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 10 ML 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

a

M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR AD ...



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

INSPEKTORAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 40 TELP. 200786 LUBUK SIKAPING - 26313

Nomor : 700/ 348 [INSP/2017 Lubuk Sikaping, < Mei 2017

Kepada,
Yth. Bapak Bupati Pasaman

di
Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat |

Kepada - Bapak Bupati Pasaman
Dari . Inspektur
Tentang - Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Pasaman Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Laporan Hara
Kekayaan Penyelenggara MNegara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasaman.

Catatan - a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia tahun 20168 Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, perlu dilakukan perubahan Atas
Peraturan Bupati Pasaman No 20 Tahun 2015 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Pasaman No 20 Tahun 2015
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
= Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Mohon untuk ditanda : Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Peraturan Bupati

tangani Pasaman No 20 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasaman..
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